BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR %4 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER, P //

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur &gafa dan Reformq& Birokrasi -

Republik Indonesia No ]p p,2022 tentamg\Slstem/Kerja

ntgk anyederhanaan“Bxfokram dan
Pasal 4 h fl? T I{(a:/Lt)@n/Jember Nomor 3

Ta 01 L/fénr‘ta g i’e bent é)ll/ an Susunan Perangkat

) /»*/Daerah pe{lu m‘en;tapkari j’eraturan Bupati Jember tentang
L K¢dqdukan Sq§unan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata

Ker@ Be e/fanef( Daerah  Kabupaten Jember dengan

‘/ ,menglm entasikan penyesuaian struktur Organisasi
g /Pjarangkat Daerah dalam rangka penyederhanaan birokrasi sesuai

"

L " ketentuan peraturan perundang-undangan;

) " b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
L /4 huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.

Mengingat : 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan
Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah



Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5494); -

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pen'féf/i’htahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonema/Ta)t/{urI 12014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara ﬁp’dﬁﬂx Ln;i r‘*esm Nomor

~

/”//

5587), sebagaimana telah dlubah/b%rapa .kah teraﬂ<h1r dlZV
Undang-Undang Nomor 9 T aﬁun 20‘15 tentang. Perubahan dua

Atas Undang- Undang Nomor 23 Tah in 2014 tentang Pemerintahan

g ubh do ;s;&’l‘ahun 2015 Nomor
, Ié ba n a Re rl(Indones1a Nomor 5679);
T djj%.t@qa
Pen an Sektor K

023 tentang Pengembangan dan
Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
| Indoneswl/Nomor 6856);

ar Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
e " Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

euéngan Lembaran Negara Republik Indonesia

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang /
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ter/lpa(ng/
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Ta,htiﬁ/2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186)

12. Peraturan Menteri Dalam Negerl/N/ r SQ Tahun 2015 tentang /
Pembentukan Produk H ‘ela /(B eﬁlta/ngdra Rgpmﬁ(
Indonesia Tahun 201 /Nom r 2035) sebagaimana “tetah diubah
dengan Peraturan Me ‘ten Dalam Négen Nomor 120 Tahun 2018

B /’Iﬁhun 2@15 tbmah P beﬁtll.hiarf Produk Hukum Daerah (Berita

0 ahun 2018 Nomor 157);
i Dalam Negeri Nomor S5 Tahun 2017 tentang

Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah

N ixni s

/

tentanchrulpahan‘ atiE Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80

/KabUpaten/ Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang
“Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang
Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita
Negara Tahun 2018 Nomor 1539);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 Tentang
Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1543);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang
Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi
Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 970);
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17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah
untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Jember Nomor 1). _—

MEMUTUSKAN: [ [ oA
PERATURAN BUPATI @ﬂ KEDUDUKAN susrﬁ\IAN
ORGANISASI, TUGAS &a SERT A/ A KERJA
SEKRETAmeERAﬁ }{ABUJPATEN JEMBEP«

l

| i ‘ i ‘ ‘ ‘ ’ L/\ | :
[ A\ ‘ | ! | [ \/
1 /; | / TUAN UMUM

Pasal 1
/1/) IamPEraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Bupati adalah Bupati Jember.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam
penyelenggaraan pemerintahan.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten
Jember.
5. Staf Ahli adalah Staf Ahli pada Sekretariat Daerah.
6. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah.
7. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian dilingkup Sekretariat
Daerah.
8. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian di lingkup
Sekretariat Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Jember.




(1)
(2)
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10. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya
disingkat LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi
untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
secara elektronik.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.

Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang
berada dibawah dan dalam pelaksanaan tugasnya
bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 3

(1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam %

(2)

v d pelaya

menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan admlms(( rasi
terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah. ////

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana d1m}k§ndw ﬁoada ayat (1)
Sekretariat Daerah mempunyai fungsi; /// e
a. penyusunan kebijakan pemerlntah daerah /
b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dmas daerah, lerr}ba"gé

teknis dan lembaga 1amnya N ~

c. pemantau al asi| pelaT(&;?naar[ukepijakan pemermtah
=P

1ms asl dd pen;btﬁaan Aparatur Sipil Negara,
k. pehgkoordlnaman pdngelolaan/keuangan daerah; dan

f pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
D dengan tuga)s dan fungsinya.

L

-

/ Pasal 4

i

(2)

(3)

(4)

Bupati dalam melaksanakan tugas dapat dibantu staf ahli.

Staf ahli berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas

memberikan pertimbangan dalam perumusan kebijakan kepada

Bupati.

Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3

(tiga) staf ahli terdiri dari:

a. staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik;

b. staf ahli bidang pembangunan, perekonomian dan keuangan;
dan

c. staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia.

Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan

diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang

memenuhi persyaratan.

o

e

-
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Pasal 5

(1) Staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik mempunyai
tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan
dengan cara memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis
dibidang pemerintahan, hukum dan politik diluar tugas dan fungsi
perangkat daerah serta tugas lain yang diberikan Bupati.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik mempunyai
fungsi:

a. memberikan masukan kepada Bupati dalam tataran kebijakan
dan kerangka implementasi tentang hal-hal yang menyangkut
masalah-masalah strategis dan pendekatan atau menciptakan
akselerasi tugas dan fungsi pemerintah dalam bidang
pemerintahan, hukum dan politik;

b. pengumpulan data di bidang pemerintahan, hukum dan politik,
pengamatan, penelahan dan pertimbangan untuk pemecahan
masalah dan pengembangan kebijakan;

c. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan Perangk
Daerah dan pihak lain terkait bidang pemerintahan, hukum dan
politik apabila diperlukan dalam rangka penyampalan saran
pertimbangan kepada Bupati, -

d. penyusunan konsep tinjauan akademis d/efn ataquion akademis
suatu kebijakan Pemerintah h rn/aupun tell ahan d1b1dang/
pemerintahan, hukum d Ipﬁf ﬁ dan | [‘ ) | - T

e. penyusunan la/po(ap{ﬁ{eglatan staf ahh bldang pemermtahan
hukum dan poh"ak ldepada Bupatl melalul Sekretarls Daerah.

gunan, perekonomian dan keuangan

ey
T A T \
P (1),t§\1 ‘a h ida
/ ‘HL1 é membantu Bupati dalam penyelenggaraan

pemermtaham ‘dengan cara memberikan rekomendasi terhadap isu-

isu strategis dibidang pembangunan, perekonomian dan keuangan

_diluar tugas dan fungsi perangkat daerah serta tugas lain yang
~_— diberikan Bupati.

_— (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
staf ahli bidang pembangunan, perekonomian dan keuangan
mempunyai fungsi:

a. pengumpulan  data untuk pemecahan masalah dan
pengembangan  kebijakan  dengan  menyiapkan  bahan
perumusan kebijakan dibidang pembangunan, perekonomian,
keuangan, pertanian, perkebunan dan peternakan;

b. memberikan masukan kepada Bupati dalam tataran kebijakan
dan kerangka implementasi tentang hal-hal yang menyangkut
masalah-masalah strategis dan pendekatan atau menciptakan
akselerasi tugas dan fungsi pemerintah dalam bidang
pembangunan, perekonomian, keuangan, pertanian,
perkebunan dan peternakan;
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c. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan Perangkat
Daerah dan pihak lain terkait bidang pembangunan,
perekonomian, keuangan, pertanian, perkebunan dan
peternakan apabila diperlukan dalam rangka penyampaian
saran pertimbangan kepada Bupati;

d.penyusunan konsep tinjauan akademis dan atau non akademis
suatu kebijakan Pemerintah Daerah maupun telaahan dibidang
pembangunan, perekonomian, keuangan, pertanian,
perkebunan dan peternakan; dan

e. penyusunan laporan kegiatan staf ahli bidang pembangunan,
perekonomian, keuangan, pertanian, perkebunan dan
peternakan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

(1) Staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia
mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan
pemerintahan dengan cara memberikan rekomendasi terhadap isu-
isu strategis dibidang kemasyarakatan dan sumber daya manu /2{
diluar tugas dan fungsi perangkat daerah serta tugas /am yang
diberikan Bupati. //'

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia
mempunyai fungsi:

a. pengumpulan data tu@ e,mecagaﬂ/ %salah ( i
pengembangan '_] (}lﬁgan /men jéﬁikan/ bahan
perumus b dang kemagyarékeftan pendidikan,

an sumber d%ya anusia,,

b- memberlkan masukan kepada Bupati dalam tataran kebijakan

‘ dan kerangka 1mplementa81 tentang hal-hal yang menyangkut

| masalah m /alah _strategis dan pendekatan atau menciptkan

| D qksderam gas dan fungsi pemerintah dalam bidang
> arakatan, pendidikan, agama dan sumber daya

- ,./rﬁanusm,

“c. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan Perangkat
Daerah dan pihak lain terkait bidang kemasyarakatan,
pendidikan, agama dan sumber daya manusia apabila
diperlukan dalam rangka penyampaian saran pertimbangan
kepada Bupati;

d. penyusunan konsep tinjauan akademis dan atau non akademis
suatu kebijakan Pemerintah Daerah maupun telaahan dibidang
kemasyarakatan, pendidikan, agama dan sumber daya
manusia; dan

e. penyusunan laporan kegiatan staf ahli bidang kemasyarakatan,
pendidikan, agama dan sumber daya manusia kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 8
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(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
1. Bagian Tata Pemerintahan terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional,
2. Bagian Hukum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional.
b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari:
1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional; dan
2.Bagian Administrasi Pembangunan terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional
3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas :
a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
b) Kelompok Jabatan Fungsional.
c. Asisten Administrasi Umum terdiri dari:
1. Bagian Organisasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
2. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terdiri dari:
a) Sub Bagian Protokol; dan ™
b) Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bagian Umum terdiri atas Kelompok Jabatan F/‘Lm/ nal.
d. Kelompok Jabatan Fungsional. /

(2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretans Daerah dan

dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung]awab kepada Bupati.

(3) Staf Ahli dipimpin oleh seorang Staf Ahli, yang berada dibawah dan
bertanggung Jawab k‘epada Bupatl dan secara ~administratif
dlkoordmaSJka;k eh Sellr tams a rah e ’

Ip \ i jlsté ; yang berada dibawah dan
ek /tarl/s Daerah

| e bertanggung]awab kepadé Asisten masing-masing.
’ (6) Sub. Baglan ‘dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di
baWahﬁefn bertanggung]awab kepada Kepala Bagian masing-masing.

_— BAB III
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Sekretaris Daerah
Pasal 9

(1) Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam
menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan
lembaga daerah, memimpin, melaksanakan koordinasi dan
pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Sekretariat
Daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

(2) Untuk melaksanakan tugas Sekretaris Daerah mempunyai fungsi:
a. perumusan sasaran pelaksanaan operasional program dan
kegiatan dibidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan,
ketatalaksanaan, keorganisasian serta administrasi dengan



’———'————.

memadukan Program Kerja Pemerintah dan disesuaikan dengan
kondisi lapangan sehingga tepat mutu, kualitas dan sasaran;

b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas yang diselenggarakan oleh
Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten;

c. pelaksanaan analisa data maupun laporan hasil pelaksanaan
kegiatan dari Perangkat Daerah pada semua bidang dengan
mempelajari, memahami dan meneliti kembali sehingga diperoleh
masukan sebagai bahan penyempurnaan lebih lanjut;

d. pengendalian kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah melalui
rapat teknis, permintaan data maupun pelaporan kegiatan secara ‘
periodik maupun insidental, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat
terkendali sesuai program dan ketentuan yang berlaku,; ‘

e. penyampaian saran pertimbangan dan/atau Telaahan Staf kepada
Bupati sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam
pengambilan keputusan serta kebijakan;

f. pendistribusian tugas kepada para Asisten Sekretaris Daerah, para
Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah maupun para Kepala
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah daerah;

g. pengkoordinasian perumusan kebijakan pembangun/ n
pengelolaan anggaran dan pengendaliannya untuk kelancaran
serta tertib administrasi pelaksanaannya; dan

h. pengevaluasian hasil pelaksanaan tugas yang. dlselenggarakan oleh
Kepala Perangkat Daerah di hngk an?emerlntah qlaerah dalam

rangka pengendalian mel ﬁt\ tze nis jsei‘ lintaan data
laporan, pemantau 3 n, sehlrfugga da _/dlperoleh

o

kebenaran dan pefﬁeﬂbanga ya‘ N

\_-

e Al rJ‘- =1 Baglq.n Kedua
M As1sten Peme n ahﬁn dan’ Kese_]ahtaeraan Rakyat
~Pasal 10

7 [ A || '
> [N\ [ ‘ |

\
AR ‘
|

(1) Asi§ten ”Pemeh/nia@ dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana
dimalg,éud/défam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas
me:mba’h/{u Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di

- ‘bidang pemerintahan, hukum, dan kerjasama, dan pengoordinasian

= penyusunan kebijakan daerah di bidang kesra, pengoordinasian
= pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah dibidang tata pemerintahan,
kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja sama serta tugas lain yang
berikan oleh Sekretaris Daerah.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:
a. penyusunan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, dan
hukum;

b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesra;

c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang
tata pemerintahan, hukum dan kesra,

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang tata pemerintahan, hukum,;
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e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait
pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan,
dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di
bidang kesra; dan

f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

Paragraf 1
Bagian Tata Pemerintahan
Pasal 11

(1) Bagian Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian perumusan kebijakan
daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,
memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah,
melaksanakan pembinaan administrasi di bidang administrasi

pemerintahan dan Kerjasama, administrasi kewilayahan, otonomi
daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan d

Kesejahteraan Rakyat. =
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dlmaksud md/ ayat (1),
Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungsi: T~

a. penyiapan bahan perumusan kebljakan daerah di bidang

administrasi emerintahan 1 /Kerj asama ' |administrasi—
¥ ?”? p o

kewilayahan, otonomi daeraﬁ‘/ gk o
b. penyiapan bahan péﬁmgoorqmasmp‘perumu}s kWn daerah
di bldang}drgfmstrastpqme int h n dan erjasama, administrasi
kew;layakram(sert@ ot&n mi d erah; | S
o //peny p@tn2 balﬁ:t ‘pemgpordmas;arr pelaksanaan tugas Perangkat
— Daerah di bfd g\ anldmlmstram pemerintahan dan Kerjasama,
J admlnlstraSL kewrrayahan otonomi daerah;
T d. /penylapan ) _bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
/kebgakan daerah di bidang administrasi pemerintahan da
- Kerjasama administrasi kewilayahan dan otonomi daerah; dan
,,/’/e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

Paragraf 2
Bagian Hukum
Pasal 12

(1) Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf
a angka 2, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan
kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,
pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,
melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-
undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi serta
tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat.

///
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bagian Hukum mempunyai fungsi:

a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang
perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan
informasi;

penyiapan bahan pengoordinasian, perumusan kebijakan daerah
di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta
dokumentasi dan informasi;

penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta
dokumentasi dan informasi;

penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di
bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi
dan informasi,

penyiapan dan penyajian bahan rancangan produk hukum
daerah berupa regulasi maupun legislasi daerah;

pengkajian peraturan perundang-undangan terhadap—

penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan penyele;pggar/aan
Pemerintah Desa; ////

penyiapan telaahan bahan pertlmbangan hukum dén pelayanan
bantuan hukum kepada unsur- %mérlntah 'Daerah terkait
permasalahan dalam pejak}arnaan tugas _ penyelenggaraan it
pemerintah daerah mau/pan pen&elcnggaraan pemerlntahaﬁ desa;
pelaksanaan Mbjaar;/ hpktgn maupun penyuluhan hukum

kepada/ daratur | pemer nitah d erah)/perangkat desa dan
~aparat i

masyarakat |

[

[
J

5 g

“‘perﬂ'lberlan ﬁlayan n- anfuan hukum kepada aparatur

pemerln{ah dae
pendampmgarr masyarakat miskin yang terkena masalah hukum
ba11€§eta/mt litigasi dan non litigasi;

k/, penghlmpunan peraturan perundang-undangan, publikasi dan

dokumentasi serta sosialisasi produk hukum daerah;
penyusunan program legislasi daerah;

pelaksanaan fasilitasi penetapan produk hukum daerah; dan
penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

Paragraf 3
Bagian Kesejahteraan Rakyat
Pasal 13

Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

ayat (1) huruf a angka 3, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, mengoordinasian

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, memantau dan mengevaluasi

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan
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sosial dan kesejahteraan masyarakat serta tugas lain yang diberikan

oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah
di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan
masyarakat;

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan
kesejahteraan masyarakat ;

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak
yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi
pencapaian tujuan kebijakan di bidang keagamaan, kesejahteraan
sosial dan kesejahteraan masyarakat; dan

d. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan /

tugas. et

—

Bagian Ketiga ol
Asisten Perekonomian dan Pembangunan

7

Pasal14 — | | |
asa/////- [ 3 ‘ /

(1) Asisten Perekonomian dan/Péﬁiﬁé;ﬁgﬁlnan sz‘agéimana dimgkﬁﬂi
dalam Pasal 8 g/y,a(t’, 1’)'*/h}71mf )’?’i memp}lp)}la&i_;tuggvﬁembantu

_~ -

o [o1] | | i
Sekretaris/Dacj:ah; dalam [pt’er‘lgoefdiﬁasiagJp/éi}y’l;isunan kebijakan
dae;ah{ pér@ocpr/glinajsl n pélbksaﬂdén,/tﬁgés Perangkat Daerah,

//pe/nﬂrls‘%ql‘a?rﬁ ;k;&i{‘ja:ikarx b&&gh/dénpemantauan dan evaluasi
o ‘p’vel‘alq:saﬁailm ‘ Lkebyijal«;?/ri}/ﬂéerah di bidang perekonomian,
— ‘administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan
{ éﬁmb/é,r dégra’élém serta tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
| Daerah. -
KZ)/f//Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
" Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi:

e a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang
perekonomian, administrasi pembangunan, dan sumber daya
alam;

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di
bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan
barang dan jasa dan sumber daya alam ;

c. penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan
jasa;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang pengadaan barang dan jasa;

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak
diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan
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kebijakan di bidang perekonomian, administrasi pembangunan,
dan sumber daya alam; dan
f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

tugas.
Paragraf 1
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Pasal 15

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas:

a. melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian  pelaksanaan  tugas Perangkat Daerah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi
perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro
kecil,

b. melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,/

pengoordinasian  pelaksanaan  tugas  Perangkat /Daélh
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebljakan/daerah di
bidang sumberdaya alam pertanian, keh,uténan kelautan dan
perikanan, sumberdaya alam P /ttambangan 'dan lingkungan

hidup, dan sumber daya ala;n/e/ gl dan air;\dan | 4

c. melaksanakan rTA dlberlkan Vqlgh//Aé/isten
Perekonorma&éaﬁ Pﬂfn g naj1 A

Untuk melaksg.nal;an tl.ﬁgaﬁ sebagalmanajfméksud pada ayat (1),

Bagxan Perekonomran; dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:

a./ penmapan baEamlpghgbordmasmn perumusan kebijakan daerah
Hang aan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan

‘ VL\ay nAani |
| j’pex‘e‘l/gono/ ian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro
_kecil;

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat

m Daerah, pengendalian dan distribusi

Daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan
Badan Layanan Umum Daerah, pengendalian dan distribusi
perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro
kecil,

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak
yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi
pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan Badan Usaha
Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, pengendalian
dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan
ekonomi mikro kecil; dan

d. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah,
pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang sumberdaya alam
pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumberdaya alam

A s

/




pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam
energi dan air ;

€. penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan
pengevaluasian, pembinaan serta  promosi produk lokal;

f. pelaksanaan pemantauan, pengembangan dan peningkatan mutu
pelayanan di bidang perekonomian; dan

g. penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan
tugas.

Paragraf 2
Bagian Administrasi Pembangunan
Pasal 16

(1) Bagian Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada pasal

8 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas :

a. Melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
penyusunan program, pengendalian program dan evalua'é/i dan

P

Pelaporan; dan e
b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan o @}QSlSten‘ P‘erekonomban
\ [ (V|
dan Pembangunan. ~7 | |

_ J |
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagalména dlmaksud pada ayat 4L
Bagian Administrasi Pembang‘unan mexﬁpunyal fung31

a. Penylapan)al'f gkof)r 1ng81$rh perurnusan kebuakan daerah
Kp:;ﬁ; a ' p ograr@ Lpeng/ ndalian program dan

/evahﬂeuéhdaﬂ @#I#Or n‘ | i ) /

b Penyiapan bahan pemgkoordmasmn pelaksanaan tugas Perangkat

. Daerah d1b1dang penyusunan program, pengendalian program

o da\n evah@sr dan pelaporan;

9. Penympan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

e kebljakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak

‘ yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi

_ pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program,
pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;

d. Penyiapan bahan kebijakan dan pedoman penyusunan APBD;

o

Pelaksanaan dan pengendalian administrasi pembangunan yang

dibiayai dari APBD, bantuan pembangunan dan dana

pembangunan lainnya;

f. Pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan pedoman
petunjuk teknis pengelolaan APBD;

g. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian
dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya; dan

h. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

tugas.

,//
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Paragraf 3
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Pasal 17

(1) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada
pasal 8 ayat (1) huruf b angka 3, mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan  perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian
perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang
pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan
pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan
barang dan jasa.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang
pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan
pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi
pengadaan barang dan jasa;

b. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebgak/ daerah
di bidang pengelolaan pengadaan barang dan ‘jasa, pengelolaan
layanan pengadaan secara elektr% pembmaan dan advokasi
pengadaan barang dan jasa; [ \\ ‘ ‘ ,//

c. Penyiapan bahan peng}oo/q:l?nasjq/rl, pelakSanaan tugas Peraﬁgkat
Daerah di bldgng ﬁeng;ldlaan pengadaan barang “dan jasa,
pengelolaan la§anam pengadaan secara- elel(tronlk pembinaan
danadvokasx pcngadaah barang dah jasa;

. ¢ !/Peny apan b Efm pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
== \kebi ;

o w,_pé_yn‘gel/,ol@/an wl}yanan pengadaan secara elektronik, pembinaan

kan da terkart/ pengelolaan pengadaan barang dan jasa,

,.dén,aéimkégi pengadaan barang dan jasa;
¢. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
_— Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan

ol t "
- ugasnya
Paragraf 4
Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Pasal 18

Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan dan Jasa sebagaimana dimaksud
pada pasal 8 ayat (1) huruf b angka 3 huruf a), mempunyai tugas : ‘
a. Melaksanakan inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
b. Melaksanakan riset dan analisis pasar barang/jasa;
c. Menyusun strategi pengadaan barang/jasa;
d. Menyiapkan dan mengelola dokumen pemilihan beserta dokumen
pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
Melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;
f. Menyusun dan mengelola katalog elektronik lokal/sektoral;
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Membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan
barang/jasa pemerintah; dan

Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan
barang/jasa pemerintah.

Bagian Keempat
Asisten Administrasi Umum
Pasal 19

(1) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

ayat (1) huruf ¢, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah
dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan,
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan
perencanaan dan keuangan. serta tugas lain yang diberikan oleh
Sekretaris Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat §07 o

Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi: _—

a. penyusunan kebijakan di bidang organisasi; P //:/

b. pelaksanaan kebijakan di bidang /umurﬁ protokol dan
komunikasi pimpinan, dan peren@aﬁaan dan keuahgan

c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah/d/
bidang orgamsas1 ‘ S

d. penylapan san an man auan dan evaIua31 di bldang
um /I % 1ka31 pimpinan, dan

- pelfehp aa

/e.‘ meantauaP dan ‘ev‘alyas1 pelaksanaan kebijakan daerah di
- bidang orgamsaSL dan

f penyla—pan/pelaksanaan pembinaan administrasi dan Aparatur

“ 1 Sipi ipil Negara pada instansi daerah.
/

,»”/’
Paragraf 1
Bagian Organisasi
Pasal 20

Bagian Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
huruf ¢ angka 1, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan
kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan
tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi serta tugas lain
yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bagian Organisasi mempunyai fungsi:

/
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penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang
kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata
laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;

penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah
di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik
dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi,
penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan
Publik dan Tata Laksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi;.
penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan,
pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi
birokrasi; dan

penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

Paragraf 2 /

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan o
Pasal 21 _—

(1) Bagian Protokol dan Komunikasi lepman sebagalmana dimaksud

dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c a
tugas  pelaksanakan pepy

pengoordinasian pe éﬁﬂugas / VPer&nglgat Da erah
pemantauan d;m/evaluaa (pe ksanaan keblgakaridaerah di bidang
protokolfkornumkaa plmpman dan dokuménta31 serta tugas lain
yang dlberlkah oIeh As s}en Pﬁjmlnl)stra51 Umum.

( ) Unmk‘ mqlak*fa}/ak uggs/s{ agaimana dimaksud pada ayat (1),
Baglgm Protokol d /rLI/ unikasi Pimpinan mempunyai fungsi:

a

penylapanﬁhan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol,

komunikasi pimpinan, dan dokumentasi,

penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan,
dan dokumentasi;

penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan, dan
dokumentasi;

pelaksanaan acara kunjungan kerja pimpinan di dalam
maupun di luar daerah;

pelaksanaan penyampaian ucapan duka dan selamat; dan
penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

Pasal 22

(1) Sub Bagian Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)

huruf ¢ angka 2 huruf a), mempunyai tugas :

<N lepgﬁarﬂ mempunyai
|| pelaks%anaaﬁ‘ kebijak
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. menyiapkan bahan koordinasi dan/atau fasilitasi keprotokolan;
. menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

. menginformasian jadwal dan kegiatan Pemerintah Daerah;
_melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah,;

. melaksanakan koordinasi tata protokoler yang berkaitan dengan

upacara dan yang dilaksanakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;

. melaksanakan kegiatan tata protokoler yang berhubungan

dengan upacara, pelantikan, jamuan, seminar dan konvensi;

. menyelenggarakan tata protokoler dalam rangka penerimaan

resmi kunjungan tamu-tamu pemerintah, Presiden/Wakil
Presiden, Pejabat negara dan tamu negara VVIP lainnya;

.menggali bahan informasi dalam rangka kunjungan tamu dan

memberikan informasi tentang kunjungan tamu kepada pihak-
pihak terkait;

i. menyampaikan karangan bunga/ucapan duka dan selamat; /// :
i. menyiapkan jadwal Kegiatan Bupati/Wakil Bu/a,tr “serta

persiapan kehadiran Bupati dalam memlmpm acara;

. menyiapkan bahan dan koordinasi d an”lqstanm terkait

dalam rangka kegiatan perjalzglan Bmas Bupath dan Wakil

Bupati dan pejabat laln yang dltunjuk oleh Bupatl dan Wakﬂ'/

Bupati; - - i
melaksanam a am prdto olan Bﬁpatl da/ Wak11 Bupati

pad \‘re q meg a/an,/
m/menyL(sa(wj of‘an taanggungawaban atas pelaksanaan

tugas; dan ’/‘ e

n, melaksanakan tugas lam yang diberikan oleh Kepala Bagian

Protokol/cprrKomumka& Pimpinan.
=

. Paragraf 3
Bagian Umum
Pasal 23

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf

angka 3, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang
tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan
rumah tangga serta tugas lain yang diberikan oleh Asisten
Administrasi Umum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bagian Umum mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha

pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah
tangga,
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penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di
bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian,
perlengkapan dan rumah tangga;

pelaksanaan urusan administrasi keuangan Bupati dan Wakil
Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli;

pelaksanaan urusan perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati,
Sekretariat Daerah, Asisten dan Staf Ahli;

pelaksanaan urusan perlengkapan Bupati dan Wakil Bupati
dan Sekretaris Daerah; dan

penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24
(1) Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan
pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampi

.'/

tertentu.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dlmaksud dalam ayat
(1), terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsmnal sesuau dengan

bidang keahlian dan keterampila g/ pc;ngangkatannya sesuai
dengan ketentuan peratura Hjmg un&angan | -
(3) Jumlah Kelompok - dnal Sebagalm dimaksud

/“

pada ayat (1) ditentukan’ befdasarkan kebutuhan yang didasari
atas anahsls Jabatan dan‘ beban kerja.-

14»)/Tuga*st _]emd /dbﬁ Jéﬂ]a@/@mpok Jabatan Fungsional
'seba 1rparqa'§? ada ayat (1) sesuai dengan ketentuan
pefél &ampe /da\yg%r;ip;’xgan yang mengatur jabatan fungsional
maslng-masﬁlg

Pasal 25

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas
mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur jabatan fungsional.

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu
dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan
dan kinerja organisasi.

(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. ketua tim; dan
b. anggota tim.

(4) Pejabat Fungsional dapat ditunjuk sebagai ketua tim sebagaimana
dimaksud pada ayat 3 huruf a yang ditugaskan oleh pimpinan unit
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organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai
dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.

(5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan
kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan
penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
ESELON JABATAN
Pasal 26

(1) Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Struktural Eselon Ila atau
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

(2) Staf Ahli merupakan Jabatan Struktural Eselon IIb atau Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama.

(3) Asisten Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Struktural Esel@ll/

b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. /

(4) Kepala Bagian merupakan Jabatan Struktura /Es(jon [lla atau
Jabatan Administrator. _—

(5) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Strukturai eselon IVa atau -

Jabatan Pengawas. - J eyl =
=i V([ \A) o

//
/// o | [ WY/ U~

e

/

d d 127/
( ) Dalam melaksanakan tugas dan funginya, Sekretaris Daerah, Staf
Ahli, /Asisten; Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Kelompok

)Ja}q/tan /F‘/ ngsional wajib menerapkan prinsip koordinasi,
/ntegras1 dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing

" maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah
Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai
dengan tugas dan fungsi masing-masing. '

(2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya
masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil
langkah-langkah yang diperlukan.

(3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpih
dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya
masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi
dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan
untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan

e

-

/
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lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada
bawahannya.

(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan,
tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan
organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan
kerja.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 28

(1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari
Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Bupati
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Asisten dan Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh
Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul /
Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundan/g—/
undangan.

(3) Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari
Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi-sy: arat/ atas usul Kepala
Bagian sesuai dengan peraturappﬁund/angrundangan /

(4) Staf Ahli diangkat dan dlberh@rﬁtlkan oleh' Bupatl dari Pegawai

Negeri Sipil yang: memenuhl syarat atas usul Sekretarls Daerah
sesual dengan peraturan perundang undangan

B

~ | ~
‘il

~ ]

Pasal 29

Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

" Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan
pengisian pejabat sesuai dengan Peraturan Bupati ini berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan
Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah Kabupaten Jember sampai dengan dilaksanakannya pengisian
jabatan dengan pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai
ketentuan.
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
| Jember Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan
‘ Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
| Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022

Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

} Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
} Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
| Kabupaten Jember.

| Ditetapkan di Jember o
} pada tanggal 17 MAp H\ o 2023

BUPATI JEMBER,

- i/‘/? ( | // | 'Attd | /7/// i
//_r/ ~ | ‘ | } \ ‘ / //‘L»‘" ;//
Diundangkan di Jember— — | \ AT VY =
i T - ~HENDY S

pada tanggal L7 A/@ﬁf //202 :

‘ ' BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023 NOMOR |} L(
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